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ABSTRAK

). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintah daerah
dalam meningkatkan kompetensi ASN serta mengidentifikasi berbagai upaya, hambatan, dan
strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kompetensi ASN di era digitalisasi
pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen pemerintah daerah
dalam meningkatkan kompetensi ASN sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan
transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala
Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala-kepala Bidang, serta Pegawai
DKIPSD SULUT. Fokus penelitian menggunakan indikator manajemen strategi menurut
Wheelen dan Hunger (2012), yaitu pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi
strategi, dan evaluasi dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen
pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN di DKIPSD SULUT sudah berjalan
dengan baik, namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai
permasalahan, seperti keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
instansi, kurangnya tenaga dengan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, statistik,
persandian, kehumasan, serta belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi
yang berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan,
pendidikan, pembentukan kelompok kerja, serta penyesuaian terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan organisasi. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat
keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya spesialisasi kompetensi teknis, kurangnya
anggaran, serta perlunya penguatan evaluasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu
memperkuat kebijakan pengembangan kompetensi ASN melalui perencanaan yang
berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penganggaran untuk kebutuhan
peningkatan kompetensi, serta optimalisasi evaluasi agar mampu mewujudkan birokrasi yang
profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan digitalisasi pemerintahan.
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Negara
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Pendahuluan

Secara nasional, dorongan
terhadap pengembangan kompetensi
sumber daya Aparatur Sipil Negara
(ASN) terus dilakukan sehingga dapat
dikatakan menjadi perhatian yang
serius. Hal ini sebagaimana dikatakan
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rini
Widyantini bahwa “Aparatur Sipil
Negara (ASN) harus  memiliki
kemampuan teknologi yang mumpuni
untuk beradaptasi dengan
perkembangan  zaman, memiliki
kemampuan membangun inovasi yang
berkelanjutan, serta berorientasi pada
pelayanan.” “Aparatur Sipil Negara
(ASN) diharapkan menjadi motor
penggerak pemerintahan yang adaptif,
responsif, dan berdaya saing untuk
mendukung pembangunan nasional.”

(Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, 2024).

Kompetensi sumber daya

Aparatur Sipil Negara diatur mengenai
standarisasinya yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang  Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara. Pada Pasal 4 Ayat (2)
menyatakan bahwa kompetensi
jabatan terdiri atas kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial kultural. Standar
Kompetensi  Jabatan  merupakan

persyaratan kompetensi minimal yang
harus dimiliki oleh seorang Aparatur
Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatan.

Selain itu, didukung juga dengan
diberlakukannya regulasi Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Setretaniar:
Junwoan Vnma Pemerintatian 79STP Uncrat

Gedung #.6.2.2, N. Rampus Unsrar, Batu Manads

Manajemen Pemerintah Daerah dalam
Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara (Studi di Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Utara)

Aparatur Sipil Negara yang pada Pasal
49 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap
Pegawai ASN wajib melakukan
pengembangan kompetensi melalui
pembelajaran secara terus menerus
agar tetap relevan dengan tuntutan
organisasi”. Di sisi lain didukung juga
dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang
Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil yang mengatur terkait
proses sistematis yang terdiri dari
perencanaan Kinerja; pelaksanaan,
pemantauan dan pembinaan Kinegja;
penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan
sistem informasi  Kinerja  yang
kemudian ditindaklanjuti juga dengan
adanya Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Manajemen Talenta Pegawai Negeri
Sipil  yang bertujuan  mengatur
pengelolaan Manajemen Talenta di
Lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi Utara yang meliputi
serangkaian kegiatan terencana dan
terukur untuk mengelola PNS yang
memiliki kualifikasi, kompetensi, dan

Kinerja.

Namun, dalam praktiknya
perkembangan teknologi yang begitu
cepat belum diimbangi dengan

kesiapan sumber daya manusia. Hal ini
khususnya dirasakan oleh instansi
teknis seperti Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik
Daerah Provinsi Sulawesi Utara
(DKIPSD Sulut). Terdapat
kesenjangan antara tuntutan
kompetensi sumber daya Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan kondisi riil di
lapangan.

Berdasarkan hasil observasi awal
yang dilakukan penulis dapat dilihat



bahwa sumber daya aparatur sipil

negara di Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik
Daerah Provinsi Sulawesi Utara

memang tergolong kurang dari segi
jumlahnya. Hal ini ditunjukkan dengan
ada beberapa meja kerja kosong yang
sebelumnya merupakan tempat dari
aparatur sipil negara yang kemudian
sudah pindah lokasi kerja.
Permasalahan tersebut juga didukung
dengan berdasar pada hasil Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2024 di mana terdapat
permasalahan yaitu kurangnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
memiliki kompetensi teknis teknologi
informasi, kehumasan, jurnalistik,
statistik dan persandian. Melihat hal
demikian, bukan hanya dari jumlah
pegawai saja yang kurang, akan tetapi
kompetensi yang ada juga kurang,
yang kemudian tentu saja dapat
berpengaruh terhadap jalannya tugas

kerja dinas.
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik Daerah

Provinsi Sulawesi Utara seharusnya
menjadi contoh sekaligus penggerak
dalam pemanfaatan dan
pengembangan teknologi mengingat
instansi ini merupakan fondasi utama
transformasi digital di lingkungan
pemerintah daerah. Oleh karena itu,
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara harus memiliki kompetensi yang
terus berkembang dan selaras dengan
kemajuan teknologi serta sesuai
dengan regulasi yang berlaku.
Adapun terkait kompetensi teknis
rinciannya sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2021 tentang Kamus
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Kompetensi Teknis Bidang
Komunikasi dan Informatika dan
Peraturan Badan Siber dan Sandi
Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kamus Kompetensi Teknis Bidang
Keamanan Siber dan Persandian.
Sebagaimana Peraturan Gubernur
Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara pada Pasal 19
poin (g) bahwa “data dan Informasi
elektronik yang dikelola oleh seluruh
Perangkat Daerah menjadi milik
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Utara dan dikelola oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara (DKIPSD Sulut).

Situasi ini dapat mengakibatkan
beberapa konsekuensi negatif serius.
Pertama, kualitas pelayanan publik
akan tertinggal; sistem e-government
bisa stagnan atau berjalan tidak
menyeluruh tanpa integritas data dan
keamanan memadai. Kedua, data
statistik dan informasi publik yang
dikelola oleh DKIPSD Sulut bisa tidak
valid, tidak terkini, atau sulit diakses,
sehingga menghambat pengambilan
kebijakan berbasis data. Ketiga,
potensi efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas yang dijanjikan oleh
digitalisasi pemerintahan dapat gagal
diwujudkan  sehingga  berpotensi
menurunkan  kepercayaan  publik
terhadap pemerintah daerah.

Mengamati permasalahan
tersebut, maka menarik untuk diteliti
bagaimana manajemen pemerintah
daerah dalam meningkatkan
kompetensi sumber daya aparatur sipil
negara (studi di Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik
Daerah Provinsi Sulawesi Utara),
karena permasalahan  kurangnya



sumber daya aparatur sipil negara
yang kompeten seharusnya
secepatnya diselesaikan agar tidak
menghambat jalannya roda
pemerintahan di tengah
perkembangan teknologi yang terus

meningkat. Kompetensi juga harus
disesuaikan dengan standar
kompetensi sesuai regulasi yang
berlaku..
Metode Penelitian

Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif.
Penelitian ini memfokuskan pada
Manajemen Pemerintah Daerah dalam
Meningkatkan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur Sipil Negara (Studi di

Dinas Komunikasi, Infomatika,
Persandian, dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Utara). Penulis
memfokuskan pada indikator-indikator
teori dari Manajemen Strategis
menurut Wheelen & Hunger (2012),
yaitu:

1. Pemindaian lingkungan: Penulis

akan mencari tau terkait kondisi
internal dan eksternal kompetensi
aparatur sipil negara di DKIPSD
Sulut, disesuaikan dengan kamus

kompetensi yang berlaku
(kompetensi teknis, kompetensi
manajeial, kompetensi sosial
kultural).

2. Perumusan strategi: Penulis akan
mencari tau apa yang menjadi misi,
tujuan, strategi, landasan terkait
peningkatan kompetensi aparatur
sipil negara di DKIPSD Sulut.

3. Implementasi strategi: Penulis akan
mencari tau apa saja program,
anggaran (tersedia atau tidak),
prosedur dalam  meningkatkan
kompetensi sumber daya aparatur
sipil negara di DKIPSD Sulut.

4. Evaluasi dan kontrol: Penulis akan
mencari tau bagaimana proses
pemantauan dan tindak lanjut dari
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DKIPSD Sulut dalam pelaksanaan

strateqi.
Teknik pengumpulan data merupakan
cara yang digunakan oleh peneliti
untuk  mengumpulkan  data-data
penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi
Menurut (Sugiyono, 2022) dalam
penelitian kualitatif, temuan atau data
dapat dinyatakan valid apabila tidak
ada perbedaan antara yang dilaporkan
peneliti dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada obyek yang
diteliti, sehingga hasil penelitian dapat
dipercaya. Teknik keabsahan data
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji kredibilitas. Untuk menjaga
kredibilitas data, peneliti melakukan

perpanjangan pengamatan,
meningkatkan ketekunan, dan
triangulas

Pembahasan

1. Pendidikan

Berdasarkan data dokumentasi,
jumlah keseluruhan pegawai yang ada
di Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Utara adalah 78
orang. Pada data Pendidikan ASN
bahwa tingkat pendidikan di DKIPSD
Sulut cukup beragam. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum
ASN telah memiliki tingkat pendidikan
formal yang memadai, khususnya
pada jenjang sarjana yang
mendominasi. Namun demikian,
keberadaan ASN dengan tingkat
pendidikan menengah yang masih
cukup besar menjadi salah satu
tantangan dalam mendukung
pelaksanaan tugas-tugas yang
semakin kompleks, terutama di bidang
teknologi informasi, persandian, dan
komunikasi digital yang membutuhkan
keahlian spesifik.



Hal ini selaras dengan hasil
wawancara yang menunjukkan bahwa
latar belakang pendidikan ASN belum
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
jabatan. Sebagaimana disampaikan
oleh Kepala Dinas bahwa “antara yang
dibutuhkan dengan yang tersedia
masih kurang, itu dari sisi jumlah,
belum lagi dari sisi kompetensi”, yang
menunjukkan adanya kesenjangan
antara kualifikasi pendidikan dan
kebutuhan organisasi. Selain itu,
adanya sistem mutasi di lingkungan
pemerintah daerah turut memengaruhi
kesesuaian pendidikan dengan bidang
kerja, sebagaimana diungkapkan
bahwa “ada yang masuk tapi tidak
sesuai kompetensi”. Dengan demikian,
meskipun secara kuantitas tingkat
pendidikan ASN tergolong cukup baik,
namun secara kualitas  masih
diperlukan penyesuaian dan
peningkatan agar selaras dengan
tuntutan tugas organisasi.

2. Pengalaman

Pengalaman ASN dalam
mengikuti program pengembangan
kompetensi menunjukkan  bahwa
sebagian besar pegawai telah memiliki
pengalaman mengikuti berbagai
bentuk pelatihan, baik yang
diselenggarakan  secara internal
maupun eksternal. Pelatihan yang
diikuti meliputi bimbingan teknis, diklat,
hingga pelatihan khusus seperti
National Cyber Exercise dan pelatihan
pranata komputer. Hal ini menunjukkan

adanya wupaya organisasi dalam
meningkatkan kapasitas ASN melalui
pengalaman belajar yang

berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan oleh
salah satu informan bahwa “saya
mengikuti beberapa pelatihan dan
pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan secara internal oleh
dinas maupun oleh lembaga eksternal,
bimbingan teknis terkait tugas dan
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fungsi jabatan”, yang menunjukkan
bahwa ASN telah mendapatkan
kesempatan untuk mengembangkan
pengalaman profesionalnya. Selain itu,
informan lain juga menyatakan bahwa
“‘pelatihan membantu meningkatkan
keterampilan teknis dan wawasan
dalam melaksanakan tugas khususnya

dalam memanfaatkan teknologi
informasi”, yang menunjukkan dampak
positif dari pengalaman pelatihan

terhadap peningkatan kinerja.

Namun demikian, pengalaman
tersebut belum merata di seluruh ASN.
Beberapa kendala masih dihadapi,
seperti keterbatasan kuota peserta,
keterbatasan anggaran, serta
penyesuaian jadwal pelatihan dengan
pekerjaan rutin. Hal ini diperkuat oleh
pernyataan bahwa “kendala antara lain
kuota peserta terbatas untuk mengikuti
pelatihan, keterbatasan anggaran,
jadwal pelatihan yang bertepatan
dengan pekerjaan rutin”. Selain itu,
terdapat pula kondisi di mana ASN

mengikuti  pelatihan yang tidak
sepenuhnya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi, sebagaimana

diungkapkan bahwa “sebenarnya tidak
terlalu berkaitan tupoksi waktu itu”.
Dengan demikian, meskipun
pengalaman ASN dalam
pengembangan kompetensi sudah
cukup baik, namun masih perlu
ditingkatkan dari sisi pemerataan dan
relevansi.

3. Pengetahuan

Pengetahuan ASN  dalam
mendukung pelaksanaan tugas
menunjukkan adanya variasi,
tergantung pada latar belakang

pendidikan dan pengalaman pelatihan
yang dimiliki. Berdasarkan hasil
observasi, secara umum ASN memang
telah memahami kompetensi-
kompetensi sesuai dengan kamus
kompetensi yang tersedia, baik itu



secara umum maupun per indikator
dari kompetensi yang ada.

Namun, hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan
ASN masih belum sepenuhnya
memadai untuk mengikuti

perkembangan teknologi digital yang
sangat pesat. Hal ini sebagaimana
disampaikan oleh informan bahwa
“‘untuk kompetensi yang ada sekarang
ini terutama terkait pengembangan IT
dari ASN masih kurang”, serta
diperkuat oleh pernyataan lain bahwa
“‘belum memadai” dalam menghadapi
perkembangan  teknologi  digital.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masih
terdapat kesenjangan pengetahuan
yang perlu diatasi melalui program
pengembangan kompetensi yang lebih
terarah.
4. Keterampilan

Keterampilan ASN merupakan
aspek penting dalam mendukung
pelaksanaan tugas, terutama yang
berkaitan dengan kemampuan teknis.
Berdasarkan hasil wawancara,
pelatihan yang diikuti ASN
memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan keterampilan kerja. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh
informan bahwa “pelatihan membantu
meningkatkan keterampilan teknis dan
wawasan dalam melaksanakan tugas”,
serta  “iya, membantu” dalam
meningkatkan kemampuan kerja.

Namun demikian, keterampilan
teknis ASN masih belum sepenuhnya
memenuhi  kebutuhan  organisasi,
khususnya pada bidang-bidang
strategis seperti persandian dan e-
government. Dalam bidang
persandian, misalnya, masih terdapat
sejumlah indikator kompetensi yang
belum terpenuhi, termasuk
pengelolaan security operation center
(SOC) yang membutuhkan keahlian
khusus. Informan bidang persandian
menyatakan bahwa “masih ada 12
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indikator yang belum memadai,
terutama terkait pengelolaan security
operation center (SOC)”. Hal serupa
juga pada bidang e-government, di
mana keterampilan dalam pengelolaan
interoperabilitas dan pusat pemulihan
bencana masih belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun keterampilan ASN
mengalami peningkatan melalui
pelatihan, namun masih terdapat
kesenjangan yang perlu diatasi. Oleh
karena itu, pengembangan
keterampilan perlu difokuskan pada
peningkatan kompetensi teknis yang
spesifik dan sesuai dengan kebutuhan
organisasi.

5. Sikap/Perilaku

Sikap dan perilaku ASN dalam
pelaksanaan tugas secara umum telah
mencerminkan nilai-nilai dasar ASN,
seperti integritas, profesionalisme, dan
orientasi pelayanan. Hal ini ditunjukkan
melalui penerapan nilai BerAKHLAK,
penandatanganan pakta integritas,
serta adanya sistem pengawasan
internal yang dilakukan secara
berjenjang. Sebagaimana
disampaikan oleh informan bahwa
“‘DKIPSD Sulut memastikan integritas
ASN melalui penerapan nilai-nilai
dasar ASN BerAKHLAK, penguatan
budaya kerja, serta pengawasan
internal oleh atasan langsung”.

Selain itu, perilaku kerja ASN
juga menunjukkan adanya upaya
untuk meningkatkan kerja sama dan
komunikasi, baik secara internal
maupun eksternal. Koordinasi antar
bidang dilakukan melalui rapat rutin
dan media  komunikasi  digital,
sementara  komunikasi  eksternal
dilakukan melalui berbagai kanal
informasi publik. Hal ini menunjukkan
bahwa ASN telah memiliki sikap yang
mendukung pelaksanaan tugas secara
kolaboratif.



Dalam aspek sosial kultural,
ASN juga menunjukkan perilaku yang
positif dalam kehidupan
bermasyarakat. Informan menyatakan
bahwa “saya aktif terlibat dalam
kegiatan  sosial di  lingkungan
masyaraka, serta menjaga toleransi
antar umat beragama®, yang
mencerminkan  kemampuan  ASN
dalam beradaptasi dengan lingkungan
sosial yang beragam.

Namun demikian, masih
terdapat tantangan dalam membangun
budaya kerja yang adaptif dan inovatif.
Kepala Dinas menekankan bahwa
‘budaya kerjanya itu saya lihat
memang harus didorong harus diubah
supaya mereka punya kebiasaan yang
jangan melaksanakan pekerjaan yang
biasa dilakukan setiap tahun”, yang

menunjukkan perlunya perubahan
mindset ASN agar lebih responsif
terhadap perubahan. Dengan

demikian, meskipun sikap dan perilaku
ASN secara umum sudah baik, namun
masih perlu ditingkatkan dalam hal
adaptasi terhadap perubahan dan
inovasi kerja.
6. Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial ASN
pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan
bahwa sebagian besar indikator telah
diterapkan dalam pelaksanaan tugas,
meskipun masih terdapat beberapa
aspek yang perlu diperkuat. Mengacu
pada standar kompetensi manajerial
ASN sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara, indikator yang
ada meliputi integritas, kerja sama,
komunikasi, orientasi pada hasil,
pelayanan publik, pengembangan diri
dan orang lain, pengelolaan
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perubahan, serta
keputusan.

Pada indikator integritas, ASN
telah menunjukkan komitmen dalam
menjalankan tugas sesuai dengan
nilai-nilai dasar ASN. Hal ini tercermin
dari penerapan nilai BerAKHLAK,
penandatanganan pakta integritas,
serta adanya mekanisme pengawasan
internal. Sebagaimana diungkapkan
oleh informan bahwa “DKIPSD Sulut
memastikan integritas ASN melalui
penerapan nilai-nilai dasar ASN
BerAKHLAK, penguatan budaya kerja,
serta pengawasan internal oleh atasan
langsung dan Inspektorat Daerah”.
Selain itu, penerapan sanksi terhadap
pelanggaran disiplin juga menunjukkan
adanya konsistensi dalam menjaga
integritas, seperti pemberian teguran
tertulis terhadap keterlambatan
pelaporan kegiatan.

Pada indikator kerja sama, ASN
telah  menunjukkan  kemampuan
berkolaborasi baik secara internal
maupun eksternal. Kerja sama internal
dilakukan melalui koordinasi antar
bidang, sedangkan kerja sama
eksternal dilakukan dengan organisasi
perangkat daerah (OPD) lain dalam
pelaksanaan program bersama.
Informan menyatakan bahwa
“kolaborasi melalui koordinasi rutin
antar bidang seperti bidang e-
government, statistik, dan komunikasi
publik, serta kerja lintas OPD juga
cukup sering dilakukan®. Hal ini
menunjukkan bahwa kerja sama telah

pengambilan

menjadi bagian dari budaya kerja
organisasi.
Secara keseluruhan,

kompetensi manajerial ASN di Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara telah berjalan dengan cukup baik

pada seluruh indikator. Namun
demikian, masih diperlukan
penguatan, terutama dalam aspek



pengelolaan perubahan dan
pemerataan pengembangan
kompetensi, agar mampu mendukung
pelaksanaan tugas organisasi secara
lebih optimal di tengah dinamika
lingkungan yang terus berkembang.
7. Kompetensi Sosial Kultural
Kompetensi sosial kultural ASN
sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara, pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara menunjukkan kondisi yang relatif
baik. ASN dinilai mampu berinteraksi
secara efektif dengan masyarakat
yang memiliki latar belakang sosial,
budaya, dan agama yang beragam.
Hal ini merupakan aspek penting
dalam mendukung pelaksanaan tugas
pemerintahan, khususnya dalam
penyebaran informasi publik dan
pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara,
ASN menunjukkan keterlibatan aktif
dalam kehidupan sosial masyarakat
serta menjunjung tinggi nilai toleransi.

Salah satu informan menyatakan
bahwa “saya aktif terlibat dalam
kegiatan sosial di lingkungan

masyarakat seperti kerja bakti dan
kegiatan kemasyarakatan lainnya...
serta tetap menjaga toleransi antar
umat beragama”, yang mencerminkan
adanya kesadaran sosial yang tinggi.
Selain itu, ASN juga berperan dalam
menyebarkan informasi yang positif
kepada masyarakat, sebagaimana
diungkapkan bahwa “sebagai ASN...
saya juga berupaya menyebarkan
informasi yang positif dan menjaga
sikap harmonis”.

Hal serupa juga disampaikan
oleh informan lain yang menyatakan
bahwa “‘dalam kehidupan
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bermasyarakat saya aktif berkontribusi
dalam kegiatan yang ada, juga dalam
beragama saya menjalankan
kewajiban saya”, yang menunjukkan
bahwa ASN tidak hanya menjalankan
tugas administratif, tetapi juga
berperan sebagai agen sosial di
masyarakat.

Dengan demikian, kompetensi
sosial kultural ASN telah mendukung
terciptanya hubungan yang harmonis
antara pemerintah dan masyarakat.
Namun demikian, dalam konteks
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, kompetensi ini perlu terus
ditingkatkan agar ASN  mampu
beradaptasi dengan dinamika sosial
digital, termasuk dalam menghadapi
tantangan disinformasi dan komunikasi
publik yang semakin kompleks.

8. Kompetensi Teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
tentang Kamus Kompetensi Teknis
Bidang Komunikasi dan Informatika.
Dari  keseluruhan 14  indikator
kompetensi teknis bidang e-
government, di DKIPSD Sulut masih
ada indikator kompetensi yang belum
optimal yaitu terkait dengan
pengelolaan pusat pemulihan bencana

dan pengelolaan interoperabilitas
pemerintah. Jika terkait dengan
pengelolaan web portal milik
pemerintah, telah dilakukan

pengelolaan website portal pemerintah
seperti sulutprov.go.id. Terkait dengan
pengembangan dan  pengelolaan
aplikasi umum dan khusus, vyaitu
aplikasi yang dipakai secara nasional
seperti SPAN LAPOR, SIPD (umum)
dan aplikasi yang dipakai dalam
lingkup pemerintah provinsi Sulawesi
Utara SATUDATA (khusus).
Berdasarkan Peraturan Badan
Siber dan Sandi Negara Nomor 11
Tahun 2020 tentang Kamus



Kompetensi Teknis Bidang Keamanan
Siber dan Persandian. Dari total 33
indikator kompetensi teknis bidang
persandian, masih ada 12 indikator
yang belum memadai di bidang
persandian DKIPSD Sulut, diantaranya
terkait pengelolaan security operation
center (SOC) vyang dimana itu
merupakan suatu tim keamanan yang
harus memiliki ruangannya sendiri
dengan fasilitas tertentu, dan sekarang
di DKIPSD Sulut masih sementara
disusun untuk pengadaannya, karena
SOC ini membutuhkan anggaran yang
besar di tengah efisiensi anggaran
sekarang ini. Secara kompetensi
memang sudah ada yang paham tapi
belum memadai. Kalau untuk
kompetensi yang sudah memadai ada
yang validasi dokumen sertifikasi,
sebagai contoh terkait dengan keaslian
data yang memerlukan verifikasi 2
langkah, juga menggunakan tte, yang
kemudian dideteksi keaslian file
tersebut sehingga jika file tersebut
hasil duplikat dapat diketahui.

Berdasarkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021
tentang Kamus Kompetensi Teknis
Bidang Komunikasi dan Informatika.
Dari total 23 indikator kompetensi
teknis  bidang komunikasi dan
informasi  publik, hanya indikator
kompetensi manajemen penyiaran
radio dan manajemen program
pertelevisian yang belum memadai.

9. Pemindaian Lingkungan
(Environmental Scanning)

Pemindaian lingkungan
merupakan tahap awal dalam
manajemen strategis yang bertujuan
untuk mengetahui kondisi internal
maupun eksternal organisasi sebelum
merumuskan strategi. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala
DKIPSD Sulawesi Utara, diketahui
bahwa permasalahan utama yang
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dihadapi oleh dinas saat ini adalah
keterbatasan jumlah Aparatur Sipil
Negara serta belum memadainya
kompetensi teknis yang dimiliki oleh
pegawai.

Kepala Dinas menjelaskan
bahwa kebutuhan organisasi
sebenarnya cukup besar, namun
jumlah ASN dan kompetensi yang

tersedia masih terbatas  untuk
kebutuhan bidang kerja seperti
teknologi  informasi, = kehumasan,
jurnalistik, statistik, maupun

persandian. Kondisi ini menyebabkan
adanya kesenjangan antara kebutuhan
organisasi dengan sumber daya
aparatur yang tersedia. Oleh karena
itu, menurut beliau perlu dilakukan
identifikasi terhadap pegawai yang
memiliki potensi atau kompetensi
tertentu yang dapat dikembangkan
sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh dinas. Hal ini selaras juga dengan
yang disampaikan oleh Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian
bahwa memang kompetensi ASN
masih kurang, tetapi beliau tidak

melihat itu sebagai kelemahan, namun
akan mengidentifikasi pegawai yang
sebenarnya memiliki kompetensi tapi
tidak memanfaatkannya dengan baik
yang seharusnya dapat dikembangkan
melalui berbagai cara.

Mengacu pada kamus
kompetensi teknis bidang e-
government, komunikasi dan informasi
publik, dan persandian. Beberapa
indikator kompetensi teknis belum
memadai/belum optimal, salah
satunya di bidang persandian terkait
pengelolaan security operation center
(SOC) yang dimana itu merupakan
suatu tim keamanan yang harus
memiliki ruangannya sendiri dengan
fasilitas tertentu, dan sekarang di
DKIPSD Sulut masih sementara
disusun untuk pengadaannya, karena
SOC ini membutuhkan anggaran yang



besar di tengah efisiensi anggaran
sekarang ini. Secara kompetensi
memang sudah ada yang paham tapi
belum memadai.

Jika melihat informasi dari para
pegawai, kondisi kompetensi teknis
ASN vyang ada di bidang belum
memadai atau masih kurang, bahkan
pun ketika ada pelatihan-pelatihan
yang dilaksanakan biasanya kuota
sedikit dan pembahasan mata dikatnya
masih secara umum atau belum
spesifik terkait tugas pokok dan fungsi
yang seharusnya dibutuhkan, serta
jarang ada tingkat lanjutan untuk
pelatihan. Dari sisi waktu
pelaksanaanya juga kurang efektif dan
efisien karena seringkali bertabrakan
dengan tugas kerja yang harus segera
diselesaikan di  kantor. Apalagi
sekarang ini efisiensi anggaran, maka
pelatihan-pelatinan hampir tidak ada.

Terkait dengan cara
mengidentifikasi kompetensi Aparatur
Sipil  Negara (ASN) di Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara menggunakan Assessment
Center dalam bentuk Computer
Assisted Competency Test (CACT)
yang dimana merupakan tes digital
massal berbasis komputer milik Badan
Kepegawaian Negara (BKN) untuk
memetakan kompetensi secara cepat.
10. Perumusan Strategi (Strategy
Formulation)

Setelah melakukan pemindaian
lingkungan, tahap selanjutnya dalam
manajemen strategis adalah formulasi
strategi. Pada tahap ini organisasi
merumuskan berbagai strategi yang
akan digunakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Dinas DKIPSD
Sulawesi Utara, strategi peningkatan
kompetensi ASN dirumuskan dengan
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mempertimbangkan kondisi organisasi
yang memiliki keterbatasan jumlah
pegawai dan kompetensi yang belum
sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan. Oleh karena itu, salah satu
langkah yang dilakukan adalah dengan
mengidentifikasi kebutuhan
kompetensi yang diperlukan dalam
setiap urusan yang ditangani oleh
dinas.

Kepala Dinas menjelaskan
bahwa dinas telah melakukan analisis
terhadap kebutuhan pekerjaan,
termasuk kompetensi yang diperlukan
serta jumlah pegawai yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tugas tersebut.
Namun karena jumlah ASN yang
tersedia masih terbatas, maka salah
satu strategi yang dirumuskan adalah
membentuk kelompok kerja atau
satuan tugas yang bekerja secara
lintas bidang. Pembentukan kelompok
kerja ini bertujuan agar pegawai yang
memiliki potensi dapat bekerja secara
kolaboratif dalam menangani berbagai
program yang ada di dinas.

Selain itu, strategi peningkatan

kompetensi ASN juga dilakukan
dengan mendorong pegawai untuk
mengikuti berbagai kegiatan

pendidikan dan pelatihan, baik yang
diselenggarakan secara langsung
maupun secara daring. Kepala Dinas
menyampaikan bahwa saat ini banyak
pelatihan yang dapat diikuti secara
online sehingga pegawai tetap dapat
meningkatkan kompetensinya
meskipun anggaran dinas terbatas.
Bahkan beliau juga mendorong
pegawai yang memiliki motivasi tinggi
untuk mengikuti pelatihan secara
mandiri apabila diperlukan.

Dalam jangka panjang, dinas
juga merencanakan untuk
mengusulkan penambahan pegawai
yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi. Namun
karena saat ini kebijakan pemerintah



masih berfokus pada penataan tenaga
PPPK, maka langkah yang dapat
dilakukan sementara adalah
memanfaatkan sumber daya yang ada
secara optimal. Jika terdapat
kebutuhan yang sangat mendesak,
dinas juga mempertimbangkan
kemungkinan untuk menggunakan

tenaga outsourcing dalam jangka
waktu tertentu.
Dalam menentukan strategi

tersebut, Kepala Dinas menyampaikan
bahwa dinas juga mempertimbangkan
berbagai faktor seperti kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman
yang dimiliki organisasi. Pertimbangan
ini dilakukan agar strategi yang
dirumuskan dapat disesuaikan dengan
kondisi nyata yang dihadapi oleh dinas.
11. Implementasi Strategi (Strategy
Implementation)

Implementasi strateqgi
merupakan tahap pelaksanaan dari
strategi yang telah dirumuskan
sebelumnya. Berdasarkan hasil
penelitian, implementasi  strategi
peningkatan kompetensi ASN di
DKIPSD Sulawesi Utara dilakukan
melalui beberapa program
pengembangan kompetensi.

Kepala Dinas menjelaskan
bahwa salah satu bentuk implementasi
strategi adalah dengan mendorong
ASN untuk mengikuti  berbagai
kegiatan pelatihan seperti pendidikan
dan pelatihan (diklat), bimbingan
teknis, serta sosialisasi yang berkaitan
dengan bidang kerja masing-masing.
Selain itu, dinas juga merencanakan
pelaksanaan in house training untuk
meningkatkan kemampuan teknis ASN
secara lebih cepat dan terarah.

Selain itu, implementasi strategi
juga dilakukan melalui pembentukan
kelompok kerja atau satuan tugas yang
bekerja secara lintas bidang. Menurut
Kepala Dinas, sistem kerja berbasis
tim ini diharapkan dapat menjadi solusi
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untuk mengatasi keterbatasan jumlah
pegawai sekaligus meningkatkan
efektivitas  pelaksanaan  program.
Dengan adanya tim lintas bidang,
pegawai tidak hanya  bekerja
berdasarkan struktur ~ organisasi
formal, tetapi juga dapat bekerja
secara kolaboratif dalam menangani

berbagai program yang menjadi
prioritas dinas.
Namun demikian, dalam

pelaksanaannya terdapat beberapa
kendala yang dihadapi. Kepala Dinas
menyampaikan bahwa salah satu
tantangan utama adalah perubahan
budaya kerja pegawai. Selama ini
sebagian pegawai terbiasa bekerja
berdasarkan struktur organisasi formal
dan hanya melaksanakan tugas yang
diberikan oleh atasan langsung. Oleh
karena itu, penerapan sistem kerja
berbasis tim memerlukan proses
penyesuaian agar pegawai dapat
beradaptasi dengan pola kerja yang
baru.

Kesimpulan

secara umum kompetensi Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Utara menunjukkan kondisi yang
cukup baik namun belum optimal.
Terutama pada aspek kompetensi
teknis masih terdapat kesenjangan

antara yang tersedia dan yang
dibutuhkan dalam menghadapi
tuntutan perkembangan teknologi

informasi, persandian, dan digitalisasi
pemerintahan

Saran
Pertama, bagi pemerintah daerah,
diharapkan dapat memberikan

dukungan yang lebih besar terhadap
upaya peningkatan kompetensi ASN,
khususnya pada perangkat daerah
yang memiliki tugas di bidang



komunikasi, informatika, persandian,
dan statistik. Dukungan tersebut dapat
dilakukan melalui peningkatan alokasi
anggaran untuk program
pengembangan kompetensi,
penyediaan program pendidikan dan
pelatihan yang lebih spesifik sesuai
kebutuhan organisasi, serta penataan
kebijakan mutasi pegawai agar lebih
mempertimbangkan kesesuaian
kompetensi dengan bidang kerja yang
ada.

Kedua, bagi Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian, dan Statistik
Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
diharapkan dapat terus memperkuat
strategi pengembangan kompetensi
ASN. Selain itu, dinas juga dapat
mengembangkan berbagai bentuk
pembelajaran internal seperti pelatihan
internal, diskusi kerja, maupun
kegiatan berbagi pengetahuan antar
pegawai agar peningkatan kompetensi
tidak hanya bergantung pada program
pelatihan eksternal yang seringkali
terbatas oleh anggaran dan kuota
peserta.

Ketiga, bagi para pegawai atau ASN,
diharapkan dapat memiliki kesadaran
dan motivasi yang lebih tinggi untuk
terus meningkatkan kompetensi diri.
Upaya pengembangan kompetensi
tidak hanya bergantung pada program

pelatihan yang disediakan oleh
organisasi, tetapi juga dapat dilakukan
secara mandiri melalui berbagai

sumber pembelajaran yang tersedia,
seperti pelatihan daring, seminar,
maupun literatur yang Dberkaitan
dengan bidang kerja masing-masing.
Keempat, bagi peneliti selanjutnya,
diharapkan dapat mengembangkan
penelitian yang lebih mendalam terkait

strategi pengembangan kompetensi
ASN, baik dengan menggunakan
pendekatan teori yang berbeda

maupun dengan memperluas objek
penelitian pada perangkat daerah
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lainnya.  Selain itu, penelitian
selanjutnya juga dapat mengkaji lebih
jauh mengenai efektivitas program

pengembangan kompetensi ASN
terhadap peningkatan kinerja
organisasi sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai pengelolaan
sumber daya aparatur di lingkungan
pemerintahan.
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